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WALIKOTA SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 

NOMOR 15 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SORONG, 
 
 

 

Menimbang : 

 

 
 

 

 

 
Mengingat : 
 

a. bahwa untuk tertibnya dan kemanfaatan Peraturan Daerah 

yang masih diberlakukan serta penyesuaian dengan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka beberapa 

Peraturan Daerah Kota Sorong perlu dilakukan pencabutan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sorong; 
 

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya 

Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian 

Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya 

Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 
 

2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang   Otonomi 

Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagimana telah 

diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
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bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 

4884);  
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor 5234) 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 120 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);                                                                                                                                                                                                                                            

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005  

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor  4737);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;] 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  604); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

dan 

WALIKOTA SORONG 
 

MEMUTUSKAN   : 

 
Menetapkan   :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KOTA SORONG.  

 
Pasal 1 

 

Dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong sebagai 

berikut : 

1. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22  Tahun 2009 tentang Pemberian 

Subsidi terhadap Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta 

Kelahiran Bagi Penduduk Kota Sorong. 

2. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor  10  Tahun 2013  tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong. 

3. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor  27  Tahun 2013  tentang Pengawasan 

Barang Beredar. 

4. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 22  Tahun 2014  tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau; 

 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Sorong. 

     
Ditetapkan di Sorong  

pada tanggal 27- 11- 2019                                                                    

WALIKOTA SORONG, 

  CAP /  TTD 

LAMBERTHUS JITMAU 

 

Diundangkan di Sorong 

pada tanggal  27- 11-  2019 

  SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG 

                CAP/ TTD 

          WELLY TIGTIGWERIA 

          
LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2019 NOMOR 15. 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT 

(77/11/2019). 

 

         Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BAGIAN HUKUM  

 
 

 
 

 

                 YOHANIS SALLE  

             Pembina Tk. I (IV/b) 

           NIP.19621213 198903 1 013 
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